KABUPATEN GIANYAR KEPUTUSAN PERBEKEL TARO
NOMOR 141/73 TAHUN 2025

TENTANG PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA TARO, KECAMATAN
TEGALLALANG, KABUPATEN GIANYAR

PERBEKEL TARO

Menimbang :a. bahwa dalam rangka komitmen untuk melaksanakan
tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf
Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme, maka perlu dibuatkan pakta
integritas;

b. bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
setiap perangkat desa harus taat terhadap peraturan
yang ada;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
dan huruf b diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan
Perbekel Taro tentang Pakta Integritas Perangkat Desa

Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk



Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UndangUndang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

4.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke
Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5864);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);

11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64);

12. Peraturan Desa Taro Nomor 02 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Taro Tahun 2019 s/d 2025 (Lembaran Desa Taro Tahun
2019 Nomor );

13. Peraturan Desa Taro Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran
Desa Taro Tahun 2023 Nomor 3 );

14. Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024
(Lembaran Desa Taro Tahun 2023 Nomor S ).

MEMUTUSKAN :

: Keputusan Perbekel Taro tentang Pakta Integritas Perangkat

Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;

: Pelaksanaan Pakta Integritas ini untuk memberikan pedoman

kepada Penyelenggara Pemerintah Desa Taro khususnya bagi

Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan tidak

melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kepada

masyarakat atau pengguna layanan;

Adapun tujuan dalam pembentukan Surat Keputusan

dimaksud yaitu,

a. Memperkuat komitmen Perangkat Desa secara bersama

dalam upaya pencegahan kuropsi, kolusi dan nepotisme
(KKN);



b. Menumbuh kembangkan keterbukaan dan kejujuran,
serta memperlancar pelaksanaan tugas
yang berkualitas, efektif, efesien dan akuntabel;

c. Mewujudkan perangkat desa yang maju, mandiri,
bertanggung jawab, dan bermartabat dengan dilandasi
nilai-nilai luhur budaya.

KETIGA : Yang berkewajiban menandatangani Pakta Integritas pada

Pemerintah Desa Taro adalah Sekretaris Desa dan Perangkat

Desa Lainnya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taro
Pada Tanggal 31 Desember 2025

Tembusan disampakan kepada Yth. :

1.
. Ketua BPD Taro di Taro

2
3.
4

Camat Tegallalang di Tegallalang

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

. Arsip.



